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Abstrak
 

Jual beli tanah yang dilakukan secara lisan seringkali masih ditemui dalam kehidupan bermasyarakat,

khususnya masyarakat pedesaan yang belum terdapat banyak PPAT di daerahnya.  Peralihan hak atas tanah

secara lisan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari oleh karena minimnya bukti-bukti

yang dapat menerangkan mengenai peristiwa tersebut. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah

ketika kemudian hari ternyata pembeli ingin menghibahkan hak atas tanah di hadapan PPAT. Dalam

penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai kekuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara lisan

ketika akan dilakukan peralihan hak setelahnya, keabsahan pembuatan akta hibah oleh PPAT Sementara,

serta pertanggungjawaban dibatalkannya akta hibah dengan menggunakan studi kasus dalam Putusan Nomor

95 K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian perskriptif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan mengikat para pihak secara

terbatas. Tidak adanya alat bukti yang dimiliki menjadikan jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum di

muka pengadilan. Penghibahan yang dilakukan juga tidak sah oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan-

persyaratan hibah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan

PMNA No 3 Tahun 1997. PPAT Sementara yang menerbitkan akta hibah hanya berlandaskan pada SPPT

PBB yang dimiliki oleh pemberi hibah, padahal SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Atas

hal tersebut, PPAT Sementara dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam aspek perdata maupun secara

administratif.

......The oral land transactions are still often encountered in community life, especially in rural areas where

there are not many Land Deed Officials (PPAT) available.  The transfer of land rights orally can lead to

various issues in the future due to the lack of evidence that can explain the event. One of the issues that may

arise is when, in the future, the buyer wishes to donate the land rights through PPAT. In this research, an

analysis and examination were conducted regarding the legal validity of land transactions conducted

verbally when transferring ownership rights thereafter, the validity of the process carried out by the

Temporary Land Deed Official (PPAT Sementara) in the creation of a deed of gift, and the accountability

for the cancellation of the deed of gift using a case study in Decision Number 95 K/Pdt/2021. This study

employs a doctrinal method with a descriptive research type. The results indicate that land transactions

conducted verbally bind the parties involved to a limited extent. The lack of supporting evidence renders

such transactions unjustifiable in court. The act of giving is also deemed invalid due to the failure to fulfill

the requirements for a gift as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land

Registration and PMNA No. 3 of 1997. The PPAT Sementara issuing the deed of gift is solely based on the

Land and Building Tax Payment Receipt (SPPT PBB) held by the donor, although the SPPT PBB does not
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serve as proof of ownership rights to the land. Therefore, the PPAT Sementara can be held accountable, both

in terms of private law and administratively.


